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MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATTIR NE GARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2OL6

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 49 TAHUN 2QL4 TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa instansi pembina jabatan fungsional yang
ada di Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun
2014 tentang Jabatan Fungsional penerjemah perlu
diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi tentang perubahan Atas
Peratu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 rahun 2or4
tentang Jabatan Fungsional penedemah;

b.
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO9 tentang

Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu

Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OOg Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5035);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun L966 tentang

Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai

Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

L966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 27971;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun L994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun L994 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 20LO

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5 L2L);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang

Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor L94,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor L22, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4332);

2.

3.

4.

5.

6.
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang

Pengadaan Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 200Q Nomor 195,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 54671;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor Lg6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4OI7), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo2

Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4193);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 rahun 2000

tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan pegawai

Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aO19);

10, Peraturan Pemerintah Nomor g rahun 2009 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1s, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269)

sebagaimana telah diubah dengan peraturan

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor I6a\
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1

Nomor L2L, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5258);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OI4 tentang

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai

Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4

Nomor 58);

14, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang

Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi

Presiden danlatau Wakil Presiden serta Pejabat

Negara Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 510a);

15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang

Sekretariat Kabinet (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 33);

16, Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 97 Tahun 2OL2 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
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MEMUTUSI(AN:

MCNCTAPKAN : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI NOMOR 49 TAHUN 2OT4

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH.

Pasal I

Ketentuan Pas aI 4 dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun
2OI4 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah (Berita Negara

Republik Indonesia Nomor 1808 Tahun zor4), diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Instansi Pembina Jabatan ftrngsional Penerjemah adalah
Sekretariat Kabinet.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Februari 2OL6

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDDY CHRISNANDI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 Februari 2OL6

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUN DANG.UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OL6 NOMOR 363

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI
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Kepala Biro Hukum,


